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V. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA
Variabel Indikator Pertanyaan Data Informan
Apa yang melatarbelakangi terjadinya Primer :
kolaborasi dalam pengawasan obat dan » Wawancara Pihak Pemerintah
makanan terpadu? » Observasi
1. Latar Belakang
Apa yang membuat IAl tertarik untuk Bri
terlibat dalam pelaksanaan kolaborasi i nn‘;:r .
. K awancara Pihak 1Al
Kondisi Awal pengawasan obat dan makanan > Ob .
terpadu? » servasi
Apakah ada yang menyebabkan Primer :
sehingga pemerintah memeriukan pihak » Wawancara Pihak Pemerintah
2. Ketidakseimbangan lain dalam melaksanakan kolaborasi ini? | » Observasi
Sumber Daya Apa dampak dari pelaksanaan kolaborasi | Primer
bagi pihak pemerintah dalam hal sumber | » Wawancara Pihak Pemerintah
daya? » Observasi
Apakah terdapat aturan dasar
pemerintah dalam melaksanakan Sekunder ! .
kolaborasi pengawasan obat dan » Mol Pihak Pemerintah
makanan terpadu?
Apa aturan dasar pemerintah untuk
melibatkan pihak swasta dan pihak Sekunder " .
1. Aturan Dasar masyarakat dalam pelaksanaan > Mol Pihak Pemerintah
Desain kolaborasi ini?
Kelembagaan Apakah terdapat aturan dasar bagi IAl
selaku perwakilan masyarakat dalam Sekunder Pihak 1Al
pelaksanaan kolaborasi pengawasan » Mol
obat dan makanan terpadu?
Apa saja tugas masing-masing pihak Primer :
yang terlibat dalam pelaksanaan : ! .
2. Peran kolaboras! pengawasan obat dan > Vo\fswanca.ra Pihak Pemerintah
makanan tepadu? - Ubservasl
Variabel Indikator Pertanyaan Data Informan
Apakah ada pihak yang kurang proaktif
dalam melaksanakan tugas dan ‘ Primer Pihak Pemerintah
perannya dalam pelaksanaan kolaborasi | » Wawancara Pihak 1Al
pengawasan obat dan makanan » Observasi
terpadu?
Bagaimana stakeholder atau pihak yang Primer
terlibat melakukan pengambilan » \Wawancara Pihak Pemerintah
keputusan dalam pelaksanaan > Observasi Pihak 1Al
1. Pengambilan kolaborasi ini?
Keputusan Apakah sering terjadi perbedaan Primer
pendapat dalam pengambilan > Wawancara Pihak Pemerintah
keputusan? Bagaimana cara untuk » Observasi Pihak 1Al
Kepemimpinan mengatasi hal tersebut?
Bagaimana kemitmen tiap pihak yang Primer Pihak Pemerintah
terlibat dalam mencapai tujuan » \Wawancara Pihak Al
kolaborasi? » QObservasi Pihak Pelaku Usaha
2. Komitmen
Bagaimana pihak pemerintah menyikapi | Primer
pihak swasta yang kurang berkomitmen # Wawancara | Pihak Pemerintah
dalam menjalankan tanggungjawabnya? | > Observasi
Apakah pemerintah melibatkan semua ) : .
pihak dalam rapat/pertemuan terkait Primer Pihak Pemerintah
engawasan obat dan makanan » Wawancara Pinak 1Al
ferpa e » Observasi | Pihak Pelaku Usaha
Proses Kolaboratif | 1. Dialeg Tatap Muka
Seberapa sering pelaku usaha dilibatkan | Primer Pihak Pemerintah
dalam rapat/pertemuan terkait » \Wawancara | Pihak Pelaku Usaha
pengawasan obat dan makanan? » Observasi
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Bagaimana tingkat kepercayaan antar
stakeholder?

Primer
» Wawancara

Pihak Pemerintah
Pihak Al

2. Membangun # Observasi Pihak Pelaku Usaha
Kepercayaan
Bagaimana kelancaran komunikasi antar | Primer : Pihak Pemerintah
pihak atau stakeholder yang terlibat » Wawancara Pihak IAl
dalam pelaksanaan kolaborasi ini? # Observasi Pihak Pelaku Usaha
Apakah ada hal yang tidak sesuai Primer : Pihak Pemerintah
‘ dengan kesepakatan dalam pelaksanaan | » Wawancara Pihak IAl
3. Komitmen Pada kolaborasi ini? » Observasi | Pihak Pelaku Usaha
Proses
Seberapa sering pihak pemerintah Primer :
melaksanaan pengawasan rutin dan » Wawancara | Pihak Pelaku Usaha
pembinaan terhadap pelaku usaha? » Observasi
Apakah p!r].al.‘ yang teriibat dalarln Primer : Pihak Pemerintah
kolaborasi ini sudah mengetahui dengan ;
jelas terkait tujuan yang ingin dicapai dan > Wawancara Pinak IAl
4. Pemahaman juga permasdahan yang diadapl? » Observasi Pihak Pelaku Usaha
Bersama )
Bagaimana cara untuk menyelaraskan Primer - Pihak Pemerintah
pemahaman bersama antar stakeholder ;
» Wawancara Pihak IAl

sehingga tujuan dari pelaksanaan
kolaborasi ini bisa tercapai?

# Observasi

Pihak Pelaku Usaha

5. Hasil Sementara

Apa hasil sementara yang dapat dilihat Primer : Pihak Pemerintah
sebagai hasil kolaborasi antar ketiga #» Wawancara Pihak IAl
pihak? » Observasi Pihak Pelaku Usaha

. ) Primer : Pihak Pemerintah
Ap‘a:ambata: );a;g dlh:dapl selama > Wawancara Pihak 1Al
pelaxsanaan kolaborasit » Observasi | Pihak Pelaku Usaha
Apakah ada hal yang perlu ditingkatkan Primer : Pihak Pemerintah
atau saran demi meningkatkan efektifitas | » Wawancara Pihak Al

pengawasan obat dan makanan?

# Observasi

Pihak Pelaku Usaha
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